
 
 

 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR  :  320  /Kep.Bup/BKPSDM/2023 
 

TENTANG 
 

PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH 
SELAMA 12 BULAN a.n dr. HAMONANGAN.S NIP.196810092001121003 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,  

   
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr. 

dr. HAMONANGAN.S NIP.196810092001121003, telah 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban PNS 

berupa tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 
pejabat pemerintah yang berwenang, tidak menaati           
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak 

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta tidak 

menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, 
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik 

di dalam maupun di luar kedinasan yang mana 
pelanggaran tersebut berdampak negatif pada negara;  

 

  b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran         

terhadap ketentuan Pasal 11, Ayat (1), huruf c, huruf d,   
huruf e dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021; 

 

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan 
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran 
disiplin yang dilakukannya; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang 

Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan 
Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan a.n  

dr. HAMONANGAN.S NIP.196810092001121003. 
 

Mengingat           :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor  50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2755); 
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2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 384); 

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan :   
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan 

setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada : 
 

Nama  : dr. HAMONANGAN.S  
NIP  : 196810092001121003 
Pangkat/ Gol. Ruang  : Pembina Tk. I, IV/b  

Jabatan  : Direktur RSUD KH. DAUD ARIF   
   Unit Kerja  : RSUD KH. DAUD ARIF Kuala 

Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat 
 

   Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang 
melanggar ketentuan Pasal 11, Ayat (1), huruf c, huruf d, huruf 

e dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. 
 

KEDUA : Terhitung mulai Tanggal 24, Bulan Juli, Tahun 2023, Sdr.      
dr. HAMONANGAN.S, yang semula menduduki Jabatan   

Administrator (Eselon III-a) diturunkan menjadi Jabatan       
Administrator (Eselon III-b). 

 

KETIGA :  Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari 

Sdr. dr. HAMONANGAN.S disesuaikan dengan jabatan baru. 
 

KEEMPAT :  Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan 

keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) 
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima 

keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal 
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke  
alamat PNS yang bersangkutan.  

 

KEENAM :  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
 

 
 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 24 Juli   2023 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
                       ttd 

 
                        ANWAR SADAT 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 

1. Gubernur Jambi di Jambi, 
2. Kepala BKN di Jakarta, 

3. Kepala Kanreg VII BKN Palembang di Palembang, 
4. Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal, 

5. Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal, 
6. Kepala BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal, 
7. Kepala BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal, 

8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.  
 


